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ABSTRAK
Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai salah satu upaya

memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, untuk mengurus rumah
tangganya sendiri dalam rangka mensejahterahkan masyarakat desa, termasuk
dalam pengelolaan keuangan desa. Dana Desa merupakan tindak lanjut dari
program pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa. Kewenangan ini diberikan penuh kepada
pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan
sarana prasarana desa, bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada
kenyataannya tidak semua desa dapat mengelola dana desa dengan baik, yang
seharusnya digunakan untuk program pembangunan, namun pada pratiknya
digunakan untuk hal lain. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai kebijakan dana desa. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana kebijakan dana desa dalam meningkatkan
efektivitas program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo Kecamatan
Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan ǹعععṣǱع�
�agaعǱعع terhadap kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program
pembangunan desa.

Dalam rangka mencapai hasil kajian di atas, maka penyusun melakukan
penelitian lapangan (fieǱd geaeعgcع) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data
dari hasil wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian
hukum menggunakan sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber
data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari wawancara
dengan pemerintah desa. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku,
jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat
deskriptif-analisis. Sementara teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum
dan teori ǹعععṣǱع� �agaعǱعع.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa dalam meningkatkan
program pembangunan dinilai sudah efektif khususnya di Kampung Sinarrejo.
Adapun keefektifan kebijakan dana desa tersebut dapat ditinjau dari tiga
komponen, yaitu lembaga eksekutif yang berwenang, peraturan yang jelas dan
sitematis serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Dibuktikan bahwa
pemerintah Kampung Sinarrejo telah melaksanakan tugas dan wewenangnya
dengan baik, melalui pelaksanaan program pembangunan berdasarkan RPJMDes
serta didukung dengan partisipasi dari masyarakat. Selain efektif kebijakan ini
juga bermanfaat bagi masyarakat, sehingga sesuai dengan prinsip ǹعععṣǱع�
�agaعǱعع.

Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas, Pembangunan









 



VI

MOTTO

“Brrrngmirpr menogong rgrmr Mggra, mrkr Mggra rkrn menogong drn

menegeakrn kededekrnnyr”

(Q5. �earmmrd:7)

“Genrkrn wrkte gerngme mebegem wrkte mempitme.”

(Iva)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi

ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

LerefMrrb Nama Leref nrtin Keterangan

Alīf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

Ba’ b be

Ta’ t te

ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas)

Jīm j Je

Hâ’ ḥ ha (dengan titik di bawah)

Kha’ kh k dan h

Dāl d de

Żāl ż z (dengan titik di atas)

Ra’ r er

Za’ z zet

Sīn s es

Syīn sy es dan ye

Sâd ṣ es (dengan titik di bawah)
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B. Konsonan Rangkap Karena 5yrddra ditulis rangkap

Dâd ḍ de (dengan titik di bawah)

Tâ’ ṭ te (dengan titik di bawah)

Zâ’ ẓ zet (dengan titik di bawah)

‘Aīn ‘ Koma terbalik ke atas

Gaīn g ge

Fa’ f ef

Qāf q qi

Kāf k ka

Lām l ‘el

Mīm m ‘em

Nūn n ‘en

Wāwu w w

Ha’ h ha

Hamzah ‘ apostrof

Ya’ y ye

�隸ൟ�‶隸�隸��� Ditulis Matع’عddidعع

��‶�� Ditulis ‘iddعع
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C. Tr’ �rrbūtra di akhir kata

1. Bila tع’ Mعgbūtعع di baca mati ditulis dengan ,ع kecuali kata-kata

Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat,

zakat dan sebagainya.

2. Bila tع’ Mعgbūtعع diikuti dengan kata sandang ’Ǳع“ serta bacaan

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan ع

3. Bila tع’ Mعgbūtعع hidup dengan tعkعâgع fعtعâǹ, kعagعǹ dعn dâعع��

ditulis t

D. Vokal Pendek

�隸����� Ditulis ǹikعع�

�隸����� Ditulis Jizyعع

��隸����쳌隸���� ��隸��隸�隸� Ditulis Kعgāعع� ’aǱiyāع-Ǳع

��������� ���隸�隸퐨 Ditulis Zعkāt Ǳ-fiṭgع

fعtǹعǹ

Kعagعع

ḍعع��ع

Ditulis

Ditulis

Ditulis

A

I

U
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E. Vokal Panjang

F. Vokal Rangkap

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan tanda apostrof (‘)

1 fعtǹعǹ+عǱif Ditulis Ā

������ས�隸� Ditulis JāعiǱiyyعع

2 fعtǹعǹ+yع’ tiع� Ditulis Ā

�隸���隸� Ditulis Tعnaā

3 Kعagعع+yع’ Mعti Ditulis Ῑ

�����隸� Ditulis Kعgī�

4 ḍعع��ع+wعwa tiع� Ditulis Ū

�쳌���� Ditulis fagūḍ

1

2

fعtǹعǹ+yع’ tiع�

����隸���隸�

fعtǹعǹ+wعwa tiع�

���隸�

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ditulis

Ai

bعinعka�

Aa

QعaǱ
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H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang AǱīf+Lā� diikuti huruf qع�عgiyyعع ditulis dengan .Ǳع

2. Bila kata sandang AǱīf+Lā�diikuti Syع�aiyyعع ditulis dengan

menggunakan huruf Syع�aiyyعع yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf Ǳ (el)-nya.

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan

(EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

Żعwȋ Ǳ-fagūḍع

Ǳعع ععa-Sannع

Ditulis

Ditulis

��쳌������ ��쳌隸m

���隸�������� �辀�ས隸㒒

�����隸㒒隸㒒 Ditulis �ntaع’ع

�����祠 隸�隸ش �隸ئ�ن�
Ditulis Lع’in ayعkعgta�

�㈍������隸㒒 Ditulis AǱ-Qag’ān

��隸�����㈍ Ditulis AǱ-Qiyāa

�隸�隸����隸� Ditulis �āعa-Sع

�ㄠ�� ��ش� Ditulis �aعa-Syع
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K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat,

lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh

penerbit, seperti judul buku .bعǱ-Hijع

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR

�ENGANT ���⺅ ��� �ENGATT �ENϭATT �NϭAE�AT N�� � �ϭ�AT ��N�N�AT ϭ�N�AT � �G�

.N�ϭA⺅ �G�GTT �AT ���T �Nϭ�� EA�NNN N�N�ϭATT

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan

kekuatan, dan kemampuan untuk berpikir dan bernalar. Sehingga penyusun dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “kebijakan dana desa dalam meningkatkan

efektivitas program pembangunan desa perspektif ǹعععṣǱع� �agaعǱعع”.

Sholawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad

SAW yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi pendoman dan

pegangan bagi kehidupan manusia dari masa kebodohan dan kegelapan menuju

masa penuh cahaya kebenaran dan ilmu, serta mengharap berkah dan syafa’atnya

di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat

memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara

(Siyasah). Penelitian ini bukan hasil tunggal, melainkan tidak lepas dari

bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh

beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan

ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak

yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terumata kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;



XVI

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program

Studi Hukum Tata (Siyasah) Negara Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam

memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang

membangun selama proses sebagai mahasiswi Hukum Tata Negara

(Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang dengan tulus ikhlas

membekali dan membimbing penyusun sehingga dapat menyelesaikan

studi di program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

6. Ibunda Nuryati, S.P., yang tanpa lelah memberikan arahan, bimbingan,

semangat dan kasih sayang untuk saya, tak pernah bosan mendoakan

anak bungsunya di setiap sujudnya, dan tak pernah berhenti memberikan

motivasi kepadaku.

7. Bapak Jumroni, selaku Kepala Kampung Sinarrejo yang telah memberikan

waktu untuk penyusun dalam melaksanakan penelitian.

8. Bapak Kusnaini Zen, selaku Kepala Kepengurusan Keuangan yang

telah memberikan waktu untuk penyusun dalam melaksanakan

penelitian.

9. Teman-teman Netizen (Alvi, Bad, Lucky, Nuna, Dzawi), terimakasih

sudah menjadi teman berjuang selama 3,5 tahun, selalu memberi support



XVII

dan membantu penyusun dikala kesulitan.

10. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016, yang telah memberikan

dukungan kepada penyusun.

11. Teman-teman Organisasi KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang telah menjadi teman berproses menjadi manusia lebih baik dan

bermanfaat bagi orang lain.

Atas segala bantuan, arahan, dukungan dan bimibingan mereka penyusun

hanya dapat mengucapkan terimakasih dan berdoa semoga mendapat balasan

pahala yang sesuai dari Allah Swt. Semoga semua pihak-pihak yang telah

membantu mendapat perlindungan dan senantiasa diberikan kemudahan oleh

Allah Swt. dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 05 Februari 2020
Penyusun,

Iva Latifah Permana
Nim. 16370033



XVIII

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

ABSTRAK ................................................................................................. ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ........................................................ iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .................................................... iv

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB ..................................................... v

MOTTO ..................................................................................................... vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................... vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN ................................. ix

KATA PENGANTAR ............................................................................... xvii

DAFTAR ISI .............................................................................................. xviii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ......................................................... xix

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............................................. 6

D. Telaah Pustaka ......................................................................... 7

E. Kerangka Teori ......................................................................... 11

F. Metode Penelitian ..................................................................... 15

G. Sistematika Pembahasan .......................................................... 18

BAB II KERANGKA EFEKTIVITAS HUKUM DAN

�MinMLMU �8�5MnML ......................................................... 20

A. Teori Efektivitas Hukum........................................................... 20

a. Pengertian Efektivitas Hukum............................................... 20

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum ...... 27

B. Teori MعṣǱعععǹ MagaعǱعع ........................................................ 31

a. Pengertian Maṣlahah� MagaعǱعع .......................................... 31



XIX

b. Macam-Macam MعṣǱعععǹ MagaعǱعع ................................. 34

c. Syarat-Syarat MعṣǱعععǹ MagaعǱعع Sebagai Hujjah ........... 36

BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DANA DESA

DI KAMPUNG SINARREJO..................................................... 39

A. Gambaran Umum Kampung Sinarrejo ..................................... 39

a. Sejarah Kampung ................................................................. 39

b. Letak Geografis .................................................................... 41

c. Letak Demografi ................................................................... 41

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung ....................... 42

B. Tinjauan Umum Undang-Undang Desa ................................... 42

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ......... 44

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang

Dana Desa ........................................................................... 47

C. Kebijakan Dana Desa Di Kampung Sinarrejo.......................... 50

a. Program Pembangunan Kampung Sinarrejo ........................ 54

b. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Kampung Sinarrejo ...... 57

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA ........................................................... 60

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 75

A. Kesimpulan .............................................................................. 75

B. Saran ......................................................................................... 77

C. Kontribusi ................................................................................. 78

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN ....................................................................... 82



XX

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 Sejarah Pemerintahan ...................................................... 40

Gambar 1 Peta Kampung ................................................................... 41

Tabel 2 Peta Kampung ................................................................... 41

Gambar 2 Struktur Kepengurusan .................................................... 42

Tabel 3 Pendapatan Kampung ...................................................... 54

Tabel 4 Program Pembangunan Kampung .................................. 58



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menerapkan asas desentralisasi

dalam pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud

dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan

daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk

meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan

pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Titik berat

otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun esensi

otonomi daerah dapat berdasarkan pada kemandirian yang dimulai oleh

level pemerintah yang paling bawah, yaitu desa.

Desa berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang memiliki kewajiban untuk

1 Djohermansyah Djohan, PgobǱeع�tik Pe�egintعععn dعn PoǱitik LokعǱ, cet. ke-1
(Jakarta, Bumi Aksara, 1990), hlm. 52.
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mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.2 Hal ini mengandung

makna bahwa desa memiliki kewenangan juga untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang

diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai

penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam

proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan

masyarakat di tingkat desa.

Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 ayat 12 pemberdayaan

masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat desa.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut dari program

pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa. Merujuk pada kerangka negara

kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

pemerataan pembangunan, melalui peningkatan pelayanan publik,

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.
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memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa,

serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.3

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat (1) dan (2) menjelaskan

bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan

kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat, hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan.

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dengan sistem

perencanaan penyelenggaraan negara, dan mempunyai keterkaitan serta

tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kampung Sinarrejo dalam menyelenggarakan urusan

pembangunan kampung perlu mendasarkan pada perencanaan

pembangunan kampung yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan

pembangunan dapat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam rangka

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kampung. Dalam

menunjang keberhasilan pembangunan di Kampung Sinarrejo, maka

3 Edwien Kambey, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara,”
JagnعǱ Mعععaiawع Pgoggع� Stadi IǱ�a Pe�eginعععn FISIP Univegaitعa Sع� RعtaǱعgi
Mعnعdo, hlm. 2.
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ditetapkan kebijakan yang mengacu pada kebijakan daerah Kabupaten

Lampung Tengah dan Provinsi Lampung, arah kebijakanya adalah :4

a. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

b. Peningkatan Infrastruktur Perkampungan

c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

d. Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat dan Keagamaan

e. Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

f. Peningkatan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kesehatan

masyarakat

g. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan/Kesetaraan Gender

h. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kampung Sinarrejo menerapkan beberapa kebijakan yang merujuk

pada kebijakan daerah, seperti peningkatan infrastruktur perkampungan,

peningkatan kehidupan sosial masyarakat dan keagamaan, peningkatan

pendidikan, pemuda dan olahraga serta kesehatan masyarakat, dan

peningkatan keimanan serta ketertiban masyarakat. Seluruh kebijakan ini

berkaitan erat dengan alokasi dana desa yang juga dikelola oleh

pemerintah desa itu sendiri, akan tetapi banyak kebijkan ataupun program

kerja yang pengalokasian dana desanya belum terealisasi sesuai dengan

target yang telah direncanakan, khususnya dilihat pada urusan

pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun

dalam kenyataannya belum terlaksana secara optimal.

4 Peraturan Desa Kampung Sinarrejo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Menengah Kampung Sinarrejo 2015-2021.
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Dalam menata sistem pemerintahan terendah di indonesia,

termasuk salah satunya Kampung Sinarejo, dalam urusan pembangunan

apakah sudah terlaksana sesuai dengan program yang telah direncanakan,

dan mampu menjadi basis pengayoman masyarakat pada tingkat terendah

atau sebaliknya. Untuk dapat mengukur sebuah kebijakan pemerintah

efektif atau tidak diperlukannya menganalisis dari rentan waktu tiga tahun

terakhir yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, pada dasarnya segala hal

dalam kehidupan manusia harus mendatangkan kemaslahatan dan sebuah

kebijakan dibentuk pada dasarnya bertujuan mengatur kehidupan manusia

untuk menciptakan kesejahteraan. Dalam penelitian ini penulis akan

menggunakan teori efektivitas hukum dan teori ǹعععṣǱع� �agaعǱعع untuk

mengetahui sebuah kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan baik dan

mengandung sebuah keع�aǱعععtعn umum atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik

untuk mengadakan penelitian tentang “kebijakan dana desa dalam

meningkatkan efektivitas program pembangunan desa perspektif ǹعععṣǱع�

�agaعǱعع (studi kasus Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten

Lampung Tengah)”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka masalah

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas

program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimana tinjauan ǹعععṣǱع� �agaعǱعع terhadap kebijakan dana desa

dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian

yang dilakukan ini memiliki tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara

lain:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan kebijakan dana desa dalam meningkatkan

efektivitas program pembangunan desa di Kampung Sinarejo

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Untuk menjelaskan kebijakan dana desa dalam meningkatkan

efektivitas program pembangunan perspektif ǹعععṣǱع� �agaعǱعع.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis : Diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi
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ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam evaluasi pelaksanaan

kebijakan.

b. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu

memecahkan masalah, khususnya mengenai kebijakan dana desa

dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa di

Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung

Tengah.

c. Sebagai tambahan informasi bagi pihak yang ingin melakukan

penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Diantaranya adalah :

Pegtع�ع, Skripsi Riska Apriliana Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul

“Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good govegnعnce”.

Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari

tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam upaya mewujudkan

good govegnعnce. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

pengelolaan alokasi dana desa di desa Ngombakan secara garis besar telah

akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih

terdapat kendala. Kendala tersebut yaitu keterlambatan pelaporan terkait

pengelolaan alokasi dana desa di desa Ngombakan. Sedangkan penyusun

membahas tentang kebijakan dana desa yang lebih fokus pada
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meningkatnya pembangunan desa berdasarkan alokasi dana desa yang

dilakukan oleh pemerintah desa.5

Kedaع, Skripsi dari Abu Masihad Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam Universitas Islam Negeri Walisongoo Semarang. Abi mengambil

judul tentang “Analisis implementasi pengelolaan desa dalam alokasi

dana desa di desa Marga Ayu kecamatan Margasari kabupaten Tegal tahun

2017”. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) di desa Marga Ayu, kecamatan Margasari, kabupaten Tegal

melalui analisis Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini

merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil deskripsi

didapat melalui analisa Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan

membandingkan realisasi di lapangan. Sedangkan penyusun menulis

tentang analisis kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas

program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo, penelitian ini mengacu

pada Rencana Kerja Jangka Menengah Kampung Sinarrejo dan merupakan

penelitian kualitatif.6

Ketigع, M. Indra Maulana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsinya berjudul

“Peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari

perspektif ekonomi islam”. Skripsi ini membahas tentang kebijakan

5 Riska Apriliana, “PengeǱoǱععn aiعǱokع dعnع deaع dعǱع� �ewajadkعn good
govegnعnce,” Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Surakarta, (2017)

6 Abu Masihad, AnعǱiaia i�pǱe�entعai pengeǱoǱععn deaع dعǱع� aiعǱokع dعnع
deaع (ADD) deaع عggع� yaع kecع�عtعn giعaعggع� kعbapعten tegعǱ, Skripsi Sarjana
Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongoo
Semarang, (2018)
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pemerintah dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan nilai dasar

ekonomi Islam yaitu: kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Dari hasil

penelitian pengolahan dana desa yang ada di Desa Sinar palembang

kecamatan Candipuro, kabupaten Lampung selatan, berjalan dengan

berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan

masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat

dilihat dari pembangangunan namun masih minim dalam peningkatan

pemberdayaan perekonomian masyarakat.7 Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh penyusun mengenai kebijakan dana desa yang fokus pada

pembangunan desa dengan menggunakan teori ǹعععṣǱع� �agaعǱعع,

penelitian ini bertujuan agar Alokasi Dana Desa (ADD) dapat tersalurkan

secara maksimal oleh aparat desa dan mendatangkan kemaslahatan kepada

masyarakat.

Kee�pعt, Skripsi karya Adi Supraja yang berjudul “Implementasi

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten

Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam”, Jakarta: Jurusan Hukum

Tata Negara, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2017. Adi Supraja dalam

karyanya memberikan penjelasan tentang hasil penelitian implementasi

alokasi dana desa yang dilakukan dengan tahap implementasi dan evaluasi

serta adanya pengelolaan yang baik sesuai dengan sistem ketatanegaraan

islam. Teori yang digunakan untuk meninjau implementasi alokasi dana

7 M. Indra Maulana, Pegعn dعnع deaع dعǱع� �e�begdعyعkعn tعkعgعayع�
ditinjعa dعgi pegapektif ekono�i iaǱع�, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018)
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desa adalah menggunakan Siyعaعع Idعgiy8.عع Sedangkan penelitian

penyusun menunjukkan pada kebijakan dana desa terhadap pembangunan

desa yang dapat mempengaruhi perkembangan desa dan pemberdayaan

masyarakat dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum dan teori

ǹعععṣǱع� �agaعǱعع. Penyusun menggunakan teori Efektivitas Hukum

untuk melihat peraturan yang sudah ada berlaku secara efektif atau tidak

dan menggunakan teori ǹعععṣǱع� �agaعǱعع untuk meninjau

peratuan-peraturan yang sudah ada dan berlaku mengundang kemaslahatan

bagi masyarakat atau sebaliknya.

KeǱiع�, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan karya M. Ridwan Tikollah

dan M. Yusuf A. Ngampo yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, tahun 2018. Di

dalam jurnal ini, penulis memberikan penjelasan tentang pengelolaan

ADD di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. yang meliputi: perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.9

Penelitian ini lebih mengarah pada sistem pengelolaan. Perbedaan

penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun

adalah pada objek penelitiannya. Penyusun fokus pada kebijakan dana

desa yang di alokasikan pada pembangunan desa.

8 Adi Supraja, I�pǱe�entعai Kebijعkعn AǱokعai Dعnع Deaع (ADD) Di Deaع
Sakعع�عi Kعbapعten Bogog Tinjعaعn Siate� Ketعtعnegعgععn IaǱع�, Skripsi Sarjana
Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
(2017)

9 Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo, “Analisis Pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone,” JagnعǱ Ekono�i dعn
Pendidikعn, (2018)
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E. Kerangka Teoritik

Kajian akademis tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat

dianalisis dengan berbagai macam teori, baik teori umum maupun teori

Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori, yaitu teori

efektivitas hukum dan teori ǹعععṣǱع� �agaعǱعع.

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah

populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil

guna atau menunjang tujuan.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum, bahwa

hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah

perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Hukum

yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat

diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan

secara gampang jika tertjadi keharusan untuk melaksanakan atau

menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan

sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas

hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara

umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam

kehidupan sosial bermasyarakat.10

10 Jaka Raya Andika Putra, Tعnggang Jعwعb Haka� KepoǱiaiعn Tegععdعp
Bعgعng Sitععn DعǱع� Pegkعgع PeǱعnggعgعn LعǱa Lintعa Yعng Begapع Kendعgععn
Beg�otog, Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (2017), hlm. 14.
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Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita

pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati

atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar

target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan

hukum yang bersangkutan adalah efektif.11

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum

masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum

pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif

tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.12

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana

seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas

adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan

manusia sebenaranya bukan tentang hukum itu sendiri.13 Selain itu

Wiiliam Chamblish dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa

bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh ǱǱع otعeg aocietعǱ

pegaonعǱ fogce (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang

melingkupi seluruh proses.14

11 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penegعpعn Teogi Haka� Pعdع Teaia
dعn Diaegtعai, Edsis Pertama, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

12 Soerjono Soekanto, SoaioǱogi Saعta pengعntعg, (Bandung: Rajawali Pers,
1996), hlm. 20.

13 Hans Kelsen, GenegعǱ Teogy of Lعw ndع Stعte, Translete by Anders Wedberg,
New York: Russel and Russel, 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa’at,
Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, cet. ke-2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm.
39-40.

14 Robert B seidman, Lعw ogdeg ndع Poweg, Adition Publishing Company Wesley
Reading massachusett, 1972, hlm. 9-13.
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Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang

memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum,

yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara

khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (Ǳعw in (ctionع

dengan hukum dalam teori (Ǳعw in tعeogy) atau dengan kata lain kegiatan

ini akan memperlihatkan kaitannya antara Ǳعw in tعe book dan Ǳعw in

ction.15ع

Negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum

apabila didukung oeh tiga komponen, yaitu:

a. Lembaga eksekutif yang berwenang.

b. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis.

c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

2. Teori MعṣǱعععǹ MagaعǱعع

Pengertian ععععṣǱع� dalam bahasa Arab ialah perbuatan-perbuatan

yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah

setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti

menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau

kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti

menolak kemudlaratan atau kerusakan.16 Secara definitif terdapat

perbedaan rumusan ععععṣǱع� di kalangan ulama. AǱ-GععzعǱi

menjelaskan bahwa menurut asalnya ععععṣǱع� berarti sesuatau yang

15 Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Stadi Haka� dعǱع� Mعayعgعkعt, (Jakarta:
Rajawali Press, 1993), hlm. 47-48.

16 Amir Syarifuddin, UaعaǱ Fiqiع JiǱid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.
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mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat

(kerusakan).

AǱ-MعṣǱعععǹ ,ععǱعǱ-Magaع secara bahasa, kata ǹعععṣǱعǱ-Mع adalah

sama seperti lafadz tع’عnfع�-Ǳع yang memiliki arti baik dari segi

wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat masdar. Keduanya

memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah

serta mencegah atau penjagaan seperti menjauhi kemudlaratan.17 Ada

beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang ععععṣǱع� �agaعǱعع ini,

namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.

Di antara definisi tersebut adalah:18

AǱ-GععzعǱi dalam kitab ayfāعǱ-Maatع merumuskan ععععṣǱع�

�agaعǱعع sebagai berikut:19

���ن ��祠��������쳌 �e����� ����� �ن �� ‶��� ����

AǱ-GععzعǱi mendefinisikan ععععṣǱع� �agaعǱعع adalah mengambil

عع’عnfع� (manfaat) atau menolak ععdعfaع� (kerusakan). Ia memandang

bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan ayعgع’, sekalipun

bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan

manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak ayعgع’, tetapi

sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.20 Oleh sebab itu

menurut AǱ-GععzعǱi, terjaganya tujuan pemberlakuan hukum ayعgع’

17 Rachmat Syafi’e, IǱ�a UaعaǱ Fikiع antak UIN, STAIN, PTS (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

18 Ibid., hlm. 354-355.
19 Lalu Supriadi, Stadi Bioggعfi dعn Pe�ikigعn UaعaǱ Fikiع Nعj� d-Adīnع

,ūfiعt-Tع (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 90.
20 Nasrun Haroen, UaعaǱ Fiqiع, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm.

114.
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(hukum Islam) terhadap semua individu mencakup lima prinsip yaitu

agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Kelima prinsip tersebut

merupakan tiang penyangga kehidupan manusia agar umat manusia

dapat hidup aman dan sejahtera.21 Segala sesuatu yang menjamin

terjaganya lima prinsip ini adalah ععععṣǱع� dan setiap yang

mengakibatkan hilangnya prinsip-prinsip ini adalah ععdعfaع� dan

menolak ععdعfaع� adalah suatu bentuk .ععععṣǱع�

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang

dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu

metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun dalam penelitian skripsi

ini menggunakan penelitian lapangan (fieǱd geaeعgcع), yaitu penelitian

yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan sebuah pengamatan.

Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Kampung Sinarrejo, selain

wawancara akan dilakukan juga dengan telaah pustaka berdasarkan data

ataupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

21 Muhamad Abu Zahrah, UaعaǱ Fiqiع, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm.
425.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian

yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus

dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.22 Bersifat

deskriptif karena peneliti akan mendeskripsikan dan mencatat

persoalan yang berkaitan dengan kebijakan dana desa dalam efektivitas

pembangunan desa. Bersifat analisis karena dalam penelitian ini

peneliti akan menganalisis kebijakan dana desa dalam meningkatkan

efektivitas program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo Kecamatan

Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah perspektif ǹعععṣǱع� �agaعǱعع.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan

pendeketan yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang

mempergunakan sumber data yang berasal dari fakta-fakta dalam

masyarakat secara langsung.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta secara

langsung di lapangan, dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan

kepala kampung, sekretaris dan bendahara serta arsip-arsip dan segala

bentuk data yang menunjang.

22 Soerjono Soekanto, pengعntعg peneǱitiعn ,�akaع cet. ke-3, (Jakarta: UI-Press,
1986), hlm. 10.
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b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, undang-undang

serta data-data yang dapat diakses melalui internet yang berhubungan

dengan tema penelitian dan dapat mendukung data primer serta dapat

memberikan penjelasan lebih luas dalam penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan

teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bentuk

komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh

informasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan responden

dari pemerintah Kampung Sinarrejo seperti kepala kampung, sekertaris

dan bendahara kampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam

penelitian.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan pengamatan

secara langsung terhadap keadaan sosial politik. Pengamatan atau

observasi dilakukan langsung oleh peneliti terhadap pemerintah kampung

dan masyarakat Kampung Sinarrejo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa

dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data
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arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dan

berubungan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan ditulis oleh penyusun secara sistematis dan

saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam

sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bعb pegtع�ع, dalam penulisan ini adalah pendahuluan yang memuat

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika

pembahasan. Urgensi dari bab I ini adalah untuk memberikan gambaran

awal mengenai penelitian ini.

Bعb kedaع, akan memuat deskripsi mengenai teori yang akan

digunakan dalam penelitian ini, mulai dengan membahas konsep efektivitas

hukum, dan perspektif ǹعععṣǱع� �agaعǱعع.

Bعb ketigع, menguraikan gambaran umum Kampung Sinarrejo

Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dari letak wilayah,

kependudukan, ekonomi, agama, budaya dan sebagainya. Serta membahas

tentang gambaran umum kebijakan dana desa yang ada di Kampung

Sinarrejo.

Pada Bعb kee�pعt berisi analisa peneliti mengenai impelentasi

efektivitas hukum terhadap kebijakan dana desa dalam meningkatkan
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program pembangunaan desa dan analisa terkait impelentasi ǹعععṣǱع�

�agaعǱعع terhadap kebijakan dana desa dalam efektivitas program

pembangunaan desa.

Bab keǱiع� yaitu penutup, pada bagian akhir dari penelitian ini

akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dan

menjadi tanda berakhirnya serangkaian proses penulisan skripsi. Serta

dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan ilmiah dalam penelitian.
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Tidak hanya lim indikator ketepatan, keefektifan suatu kebijakan juga

dapat diukur dengan tiga komponen yang sangat penting, yaitu lembaga

eksekutif yang berwenang, peraturan yang jelas dan sitematis serta kesadaran

hukum masyarakat tinggi. Jika merujuk pada tiga komponen tersebut dalam

pelaksanaan pembangunan, untuk lembaga atau penegak hukum pihak yang

memiliki wewenang adalah pemerintah Kampung Sinarrejo, pemerintah

melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan kewenangan yang telah diberikan.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu berkoordinasi dengan pemerintah di

kecamatan dan kabupaten, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara

pelaksana dan pengawas.

Dari peraturan hukum yang jelas dan sistematis, pemerintah dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-undang

Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan sepenuhnya

kepada pemerintah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sementara

dalam kebijakan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa, pemerintah kampung menjadikannya sebagai

pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu kemudian kebijakan pembangunan

kampung dimuat dalam RPJMDes, yang disusun dengan program

pembangunan dalam jangka waktu lima tahun.

Sedangkan dari kesadaran masyarakat yang tinggi, masyarakat

menyadari bahwa kebijakan tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam

melakukan aktivitas sehari-hari, karena sebelum adanya dana desa sulit untuk
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melakukan pembangunan. Sehingga masyarakat mendukung kebijakan

tersebut, turut serta berpartisipasi dan gotong royong dalam setiap kegiatan

pembangunan. Maka kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan

pembangunan dapat dikatakan efektif, sebab dengan pengalokasian dana yang

tepat dan sesuai, serta adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang kebijakan

Dana Desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa

perspektif ǹعععṣǱع� �agaعǱعع di Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo

Kabupaten Lampung Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. Kebijakan dana di Kampung Sinarrejo dinyatakan telah efektif.

Keefektifan suatu kebijakan dapat diukur dengan tiga komponen

yaitu lembaga eksekutif yang berwenang, peraturan yang jelas dan

sitematis, serta kesadaran hukum masyarakat tinggi. Lembaga yang

memiliki wewenang adalah pemerintah Kampung Sinarrejo,

pemerintah dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang

Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan

sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk mengatur rumah

tangganya sendiri. Sementara dalam kebijakan Dana Desa

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa, pemerintah kampung menjadikannya sebagai pedoman

dalam melaksanakan pembangunan, kemudian kebijakan

pembangunan kampung dimuat dalam RPJMDes, yang disusun

dengan program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun.

Sedangkan dari kesadaran masyarakatnya, dapat dilihat pada

pelaksanaan pembangunan seperti pembuatan jalan lapen, drainase,
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sumur bor, gorong-gorong, gedung TK/PAUD, dan lain-lain,

masyarakat menyadari bahwa pembangunan tersebut merupakan

kebutuhan pokok dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga

masyarakat mendukung dan turut serta berpartisipasi dengan gotong

royong.

Kebijakan Dana Desa efektif dalam meningkatkan

pembangunan dibuktikan dari pemahaman dan penerimaan dana

desa oleh pemerintah. Serta pelaksanaan yang sesuai dengan

pemahaman dan penerimaan tersebut. Pemerintah juga perlu

meningkatkan kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat,

agar seimbang dengan program pembangunan. Selain itu masyarakat

juga menjadi bagian dari kebijakan dana desa ini. Sebagai pelaksana,

penerima serta penikmat dari pembangunan yang telah ada.

2. Kebijakan dana desa yang telah diinisiasi oleh pemerintah Kampung

Sinarrejo telah sesuai dengan konsep ǹعععṣǱع� �agaعǱعع, yang

bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam proses

pelaksanaan dan pengawasannya sudah sesuai dengan

prinsip-prinsip ǹعععṣǱع� menurut AǱ-GععzعǱi, yaitu pemeliharaan

terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Pemerintah melakukan

pembangunan jalan untuk mengurangi kecelakaan, lalu gedung TPA

yang bertujuan untuk menjadi pusat belajar mengajar al-Qur’an dan

agama. Kemudian pemerintah juga melakukan pembuatan sumur

bor untuk mengaliri sawah masyarakat, bertujuan meningkatkan
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perekonomian. Akan tetapi, pemerintah belum memiliki program

pembangunan infrastruktur yang mendukung pemeliharaan terhadap

keturunan. Kebijakan dana desa tetap dapat dikatakan ,ǹعععṣǱع�

selain efektif dalam meningkatkan pembangunan, kebijakannya juga

memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang

dapat penyusun berikan adalah :

1. Untuk pemerintah Kampung Sinarrejo, penggunaan Dana Desa

sebaiknya tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan

nominal yang besar. Alangkah baiknya juga harus meningkatkan

pemberdayaan masyarakat, seperti pembinaan terhadap petani lebih

ditingkatkan lagi. Mengingat masyarakat Sinarrejo mayoritas

bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga selanjutnya

diharapkan Kampung Sinarrejo mempunyai produk dari hasil

pertaniannya sendiri.

2. Diharapkan pemeritah kampung lebih intens dalam pembinaan

pemuda atau karang taruna, sehingga dapat mencetak sumber daya

manusia yang lebih memadai. Karena pemuda adalah aset masa

depan untuk menjadi generasi penerus di Kampung Sinarrejo.
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3. Diharapkan kepada masyarakat Sinarrejo selain sebagai pelaksana

dan penikmat kebijakan, sebaiknya juga ikut mengontrol kebijakan

dana desa bersama pemerintah.

C. Kontribusi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan

memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan,

umumnya bagi ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam evaluasi

pelaksanaan kebijakan di Kampung Sinarrejo.
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